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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa dalam upaya untuk mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat, perlu dilakukan Pengaturan Peredaran
Minuman Beralkohol sehingga dapat terjaga kualitas
kesehatan dan keamanan masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu
menetapkan Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pengaturan
Peredaan Minuman Beralkohol.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor T6,Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 1981);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2AO9
tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor LB Tahun 2Ot2
tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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Undang― Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5512);
undang_undang  NOmOr  23  Tahun  2014  Tenting
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5587)sebagailnana tclah diubah
beberapa kali tcrakhir dengan Undang― Undang Republik
lndonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pertlbahan Kedua
Atas Undang一Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
pellle五ntaharl Daerah(LerFlbararl Negnra Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan LembararL Negara Republik
lndonesia Nomor 5679);
Peraturan Peme五ntah Nomor 5 Tahun  1982  tentang
Perpindahan lbukoね Kabupaten DT H Langkat ke Stabat
(Lembaran Negara tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentarlg
perLlbahan batas wilayah Kotama《 ち″a DT H Bittai,Kab.DT H
hngkat dan Kab. DT H Deli Serdang (Lembaran Negara
Republik lndonesia tahun 1986 Nomor 3323);
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 28 Tahun
2004 tentang KeaIIlarlarl,Mutu,darl Gizi Pangan(Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor  107,
Tmbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4424);
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 74 Tahun 2013
Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lel■bararl Negara Republik lndoncsia Tahun 2013 Nomor
190);

Peraturan Menteri Pcrdagangan Republik lndonesia Nomor
20/M―DAG/PER/4/2014   Tentang   Pengendattarl   dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Pettualan
ⅣIinuman Beralkohol sebagailnana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Mcnteri Perdagangan Republik
lndonesia  Nolnor  06/1M/DAG/PER/1/2015  Tentang
PerLLbahan Kedua Atas Peraturan Menteri PerdaganganNomor
20/M‐DAG/PER/4/2014  Tentang  Pengendalian  dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Pe■ualan
Minuman Beralkohol。 (BeHta Negara Republik lndonesia
Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturarl Mente五 Pe五ndustrian Republik lndonesia Nomor
63/M―IND/PER/7/2014   Tentang   Pengendalian   dan
Pengawasan lndustri Dan Mutu Minuman Beralkohol(Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 918)
sebagaiFnana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pe五ndustrim   Republik   lndonesia   Nomor   62/Ⅳ l―

IND/PER/8/2015 Tenttmg Perubah〔 】l Atas Peratur〔 II Menteri
Pe五ndustrian  Nonlor  63/Ⅳ l―IND/PER/7/2014  Tentang
Pengendaliarl dan Pengawasan lndustri Dan Mutu Minuman
Beralkohol(Be五ta Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor l177);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016
tentang  Pembentukan  Organisasi  Perangkat  Dacrah
Kabupatcn Langkat(Lcmbaran Dacrah ttun 2016 Nomor l,
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Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPETAN LANGKAT

dan
BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN   DAERAH   TENTANG   PENGENDALIAN,

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l
Dalarn Peraturan Daerah ini yang diinaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan  Daerah  adalah  peinyelenggaraan  urusan

pemerintahan oleh Pemerintah]Daerah dan Dewan Pcぃ西′akilan
Rakyat Daerah lnenurut asas otonon■ i dan tugas pembantuan
dengan p五 nsip otonOnli scluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagailnana
diinaksud dalarn Undang― Undang Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945.

3. Pcmcrintah  Daerah  adalah  Bupati  sebagai  unsur
penyelenggara  peme五 ntahan  daerah  yang  mernimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnettadi kewenangan
Daerah.

4.Bupati adalah Bupati Langkat.
5.Dewan Pemakilan Rakyat Dacrah yang selattutnya disingkat

DPRD adalah Lerlllbaga Pcrwakilarl Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.

6。  Minuman beralkohol adalah nlinuman yang mengandung
ethanol atau etil alkOhol(C2H50H)yang diproses dari bahan
hasil pertanian yang mengandung karbOhidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi,baik
dengan cara membe五 kan perlakuan terlebih dahulu atau
tidak, Inenambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang
diproses dengan cara lrlencampur konsentrat dengan ethanol
atau dcngan cara pengenceran ■linuman mengandung
ethan01.

7.Peredaran Minuman BeralkOhol adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalanl rangkaianmenyalurkan Minuman
Bcralkohol untuk diperdagangkansecara cceran, atau diiual
langsung untuk dilninunl di tempat.

8. Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan
menghasilkan, menyiapkan, mengolah,
mengawetkan, mengemas kembali, dan atau
bentuk Minuman Beralkohol.

9. Pengendalian adalah segala usaha
mengendalikan, mengetahui, menilai
peredaran Minuman Beralkohol
sebagaimana mestinya.

atau proses
membuat,
mengubah

atau kegiatan untuk
dan mengarahkan agar
dapat dilaksanakan

10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan
mensevaluasi setiap peredaran Minuman Beralkohol r{i



11.Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol
dengan cara lnemproduksi sendi五 MinLLman Beralkohol atau
memastlkkarl Minuman Beralkohol ke dalam wil、 も

Kabupaten Langkat.
12.PCngecer Minuman Beralk6hol yang sel`亡 Juモnya diSebu[

Pengecer adalah perLLSahaan yang mettual Minuman
Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan
ditempat yang telah ditentukan.

13.PenJtlal Langsung Minumall Beralkohol unmk diminum di
tempat yttg sel鋼 utnya disebut PenJual Langsung adalah
pertlsahaan yarlg rFlettual MinLlman Beralkohol kepada
konsumen akhir untuk langsung dilninLun di tempat yang
telah ditentukan.

14.Setiap orang adalah orang perseorangan aね u kumpulan
orang yang terorganisasi baik yang berbentuk badan hukum
atau bukan badan hukum yang rFlelakukan kegiatan usaha
perdagangan Minuman Beralkohol maupun tidak lnelakukan
kegiatan usaha perdagarlgan Minumarl Beralkohol.

15。 Hotel dan Bar ad」 ah tempat usaha parlwlsata sebagalmana
ditetapkan dalam peraturan pertlndang―undangan di bidang
parlwlsata.

16.Miniinarket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
yang mettual berbagai jenis barang konsumsi tertlttILa
produk makanan dan/atau prOduk rLLrrlah tangga lainnya
dengan luas lantai tidak lebih dari 400 m2(Empat Ratus
Meter Persegi).

17.Supe■■■■arket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
yang menJual berbaga■ jenis barang kons―si terutama
produk makanan dan/atau prOduk rtllrnah tangga lainnya
dengarl luas lantal lebih dari 400 m2(Empat Ratus Meter
Persc」

)。

18.Hype....arket adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri
yang mettual berbagai jenis barang konsumsi terLltama
produk makanan dar1/atau prOduk rtlmah t鍼 lgga lainnya
dengan luas lallltat lebih dari 5.000m2(Lima Ribu Meter
Persegi).

19.Mengkonsumsi adalah kegiatan meminum Minuman
Beralk6h61.

20。 Surat lzin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah
surat izin untuk dapat melaksarLakarl keglatan usaha
perdagangan.

21.Surat lzln Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang
selan」 utnya disingkat SIUP-lⅥ B adalah surat izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman
Bcralkohol.

22.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A
yang selanJumya disingkat SKP― A adalah Surat KeteFangan
un急」《Perlgecerヽlinuman Beralkohol golongan A.

23.Surat Keterangan Pcttual Langsung Minuman Beralkohol
8010ngan A yang sel鋼 utnya disingkat SKPL― A adalah Surat
Keterarlgan untuk Pettual Langsung MinumaFI Beralkohol
golongan A.

24.Penyidik Pegawai Nege五  Sipn yang selan」 utnva disingkat
PPNS adalah Pcnyldik Pegawai Ncgcri Sipll di lingkungan
pemerintah Kabupaten Langkat.
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25。 Penyldikan adalah serarlgkaian tindakan PPNS dalaFn hal dan
menurLlt Cara yang diatur berdasarkan peraturan perLLndang_
undangan yang berlaku,untuk inencan setta Fnengumpulkan
barang bukti,yang dengan barang bukti itu inembuat terang
pelanggaran yang ∝嗜adi dan guna menemukan
trsangkanya.

BAB II
ASAS DAN TU」 UAN

Bagian Pertallna
Asas

Pasa1 2
Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol berasaskan:

perlindungan;
kepastian hukun■

;

keberl珂 utan;dan
keterpaduarl.

Bagian Kedua
つ晰uan

Pasa1 3
Pengaturarl Peredarall Minuman Beralkohol be■ 可uaFl untuk:
a, melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan

olch Minuman Beralkohol;
b. menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya

Minuman Beralkohol;dan
c. menciptakan ketertiban dan ketentrarnan di masyarakat daH

gangguan  yang  ditilnbulkan  oleh  penlinum  MinumaFl
Beralkohol.

BAB IH
KLASIFIKASI

Pasa1 4

(1)Minuman beralkohol dittasiflkasi dalaFn g010ngan sebagai
berikut yaltu:

a.Minuman  Beralkohol  golongan A  adalah  Minuman
Beralkohol dengan kadar etarlol(C2H50H)lebih dari l%
(Satu persen)salrlpai dengan 5%(lima persen);

b. Minuman  Beralkohol  golongan  B  adalah  Minuman
Beralkohol dengan kadar ctanol(C2H50H)lebih dari 5%
(lillrLa perSen)sarnpai dengar1 20%(dua puluh persen);

c.Minuman Berakohol  gOlongarl  C  adtt Minuman
Berakoh91 dengan kadar et,暉ol(C2H5oH)19bih Oar1 29%
(dua puluh persen)sarnpai dengan 55% (linttL puluh lilna
persen),dan

do Minuman Beralkohol campurarl atau racikan.

(2)Minuman Beralkohol sebaga■ mana diinaksud pada ayat(1)
hurtlf a, hur■ lf b, dan hurLlf C, ditetapkan sebaga■  bnFang
dalam pengawasan.

(3)Minuman Beralkohol sebagallrlana dimaksud pada ayat(1)
humfd,ditetapkan sebagai barang vang dilttrang。



(4)Ketentuarl rFlengenai penetaparl jenis atau produk IIlinuman
beralkohol ke dalam golongan A,Golongan B,dan Golongarl C
tercarltum dalarn Larnpiran l yang merLlpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

BAB IV
PRODUKSI,PEN」 UALAN DAN PERIZINAN

Bagiarl Kesatu
Produksi

Pasa1 5

(1)MinuIIlan Beralkohol hanya dapat diproduksi olch pelaku
usaha/perLLSahaarl yang telah memiliki izin usaha
sebagairnana diatur dalam ketentuan peraturan perundang―
undangan yang berlaku.

(2)Pelaku usaha/perLLSahaan sebaga■mana dimaksud pada ayat
(1), dalarn memproduksi Minuman Beralkohol harus
memenuhi persyaratan yang diteLpkan olch peraturan
perLmdang― undanga」fl yang berlaku.

(3)Minumarl Beralkohol yttg berasal da五  impor hanya dapat
d五mpor oleh pelaku usaha/peruSahaan yang telah perrliliki
perlzinan impor dari peme五 ntah, sebagaiFnana diatur dalam
ketentuan peraturan peundang― urldangan yang berlaku.

Pasa1 6

(1)Setiap pelaku usaha/pemsahnnn sebagalmarla diinaksud
dalarn Pasa1 5 yang telah habis lnasa berl」 αLnya, Wttib
memperbaharullzln usahanya.

{2)Bagi pelaku usaha/pemSahaan sebagaimana dimaksud dalaFn
Pasa1 5鍋rat(1)yarlg tidak memproduksi Minuman Beralkohol
l導,  iZin  usahanya  tidak  dapat  dipindahtarlgankan,
diperbaharui atau dipindah lokasi dan izin usahanya
dinyatakan tidak berlaku.

Bagial■ Kedua
Pttualan dan Perizinan

Pasa1 7

(1)Pettualan Minuman Beralkohol untuk diminLlm langsung
ditempat hanya dapat dlual di:
a. Hotel,Restoran,Bar sesual dengan Peraturan Pertlndang―

undangan di Bidang kepanwlsataan;dan
b. Tempat tertentu lainnya yang diteモ apkan oleh Bupati.

(2)Pettualan Minuman Beralkohol Golongan A secara eceran,
hanya dapat diiua1 01eh pengecer,pada:
a. Toko Bebas Bca(TBB);dan
b.Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan olch Bupati,tidak

berdekatan  dengan  tempat  peribadat〔通■,  Lembaga
pendidikan dan rtlinah sakit.        ・

(3)Selain sebaga■marla dimaksud pada ayat(2)minuman
Beralkohol golongan A juga dapat diiual di tOko Pengecer
berLlpa:
a。 lninilnarket;

b.supe....arkct;atau



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai toko pengecer sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8
(1) Setiap Perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor,

Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang
memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan
golongan C wajib memiliki SIUP-MB.

(2) Pengecer yang menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib
memiliki SIUP-MB, dan SKP-A.

(3) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol
golongan A wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 9
(1) Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib

menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau
tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.

(2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol
meminum langsung di lokasi penjualan.

Pasal 10
(1) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan

Golongan C hanya dapat dijual di:
a. Hotel Berbintang, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
b. Tempat tertentu iainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan
Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku juga
untuk Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

(4) Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dapat
dijual di Hotel Berbintang, Restoran, Bar, dan tempat tertentu
lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Hotel non berbintang dan hotel melati dilarang menjual
Minuman Beralkohol.

(6) Penjualan Langsung Minuman Beraikohol Golongan A
sebagaimana dimaksud pada ayat (41, wajib memiliki SIUP-MB
dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dan SKPL-A dari
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia.

Pasal 1 1

(1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, wajib
menyampaikan Laporan Realisasi Penjualan Minuman
Beralkohol kepada Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab
dibidang perdagangan, dengan tembusan Kepala perangkat
Daerah Provinsi Sumatera Utarayang menyelenggarakan tugas
dan fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan.

(2) Pejabat penerbit SIUP-MB dapat meminta data dan informasi
mengenai Pengecer dan Penjual Langsung Minuman
Beralkohol.

(3) Format Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol



pada ayat(1)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan]Daerah ini.

Pasal 12

(1)Tata cara penerbitan SIUP― MB Pengecer dan Pen」 ual Lmgsung
Minuman Beralkohol diatur lcbih lan」 ut dalam peraturan
Bupati.

(2)SIUP― lⅥB Sebagaimana dimaksud pada 
～

at (1), berlaku
selarna tiga(tiga)tahun terhitung s● ak tangal diterbitkan dan
dapat diperpattang berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah
Daerah.

(3)Perpattangan sIUP― MB sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dilakukan l(satu)bulan Sebelum masa berlakunya bcrakhir。

(4)S11」 P―MB dilarang dipindahtangankan kcpada pihak lain
dengan alasan apapun

(5)Pern10hOnan SIUP― MB Pengecer dan Pettual Langsung hanya
dapat dilakukan olch perusahaan yang bcrbentuk badan
hukum,pcrseorangan atau persekutuan.

(6)Tata Cara penerbitan SKP―A dan SKPL― A, berpedoman pada
peraturan  perundang― undangan yang mcngatur tcntang
pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  pengadaan,
peredaran,dan pettualan ininuman beralkohol.

Pas譴 13

(1)Dalam  Dalam  hal  pertimbangan  kegiatan  wisatawan
mancanegara diwilayahnya,Bupati dapat inenetapkan tempat
tertcntu lainnya bagi pettual langsung rninuman beralkohol
golongan A,g010ngan B,dan golongan C.

(2)Ketentuan lebih lattut mengenai tempat tertentu sebagaimana
dilnaksud pada ayat(1),ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI
PENYIMPANAN

Pasa1 14

(1)ⅣIinuman Beralkohol disirnpan pada tempat
atau di gudang.

(2)Tempat penyiinpanan Minuman Beralkohol
dirnaksud pada ayat(1),harus terpisah dengan
lain。

penyimpanan

sebagaimana
barang-barang

Pasal 15
(1) Pemasukan dan penyimpanan Minuman beralkohol ke atau

dari tempat penyimpanan atau gudang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, harus tercatat pada kartu data
penyimpanan.

(2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat:
a. jumlah;
b. jenis;
c. merek; dan
d. tanggal pemasukan barang ke gudang dan asalnya.

(3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas
pada saat pemeriksaan.



BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16
(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap :

a. perizinan terhadap importir minuman beralkohol,
produsen, distributor, dan/atau penjual langsung
minuman beralkohol golongan A, golongan B dan Golongan
C, dan

b. tempat dan/atau lokasi penyimpanan dan penjualan
minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan
C.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pengawasan dan
Pengendalian Terpadu.

(3) Tim Pengawasan dan Pengendalian Terpadu sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 wajib melaporkan kegiatan
pengawasan dan Pengendalian kepada Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta
unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17
(1) Tim Terpadu paling sedikit terdiri atas:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab dibidang perdagangan dan
perindustrian;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab dibidang kesehatan;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab dibidang pariwisata;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan
fungsi serta tanggung jawab dibidang keamanan dan
ketertiban; dan

e. Aparatur Kecamatan.
(2) Dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Tim Terpadu
dapat mengikutserakan aparat kepolisian, kejaksaan, instansi
pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang pengawasan obat dan makanan, dan perwakilan
tokoh agatna I tokoh masyarakat.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.

(4) Dalam hal diperlukan atau diperoleh informasi yang bersifat
mendesak terkait peredaran dan penjualan minuman
beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimat<sua
pada ayat (3), secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat
melakukan pengawasan peredaran dan penjuaran minuman
beralkohol.

Pasal 18
Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan oleh rim Terpadu
selraoairnqnn dirnalrslrrl rlqlarr-r Pasal 'l 7 rlilaa^-r{i-aeiLo- ^l^1-
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(2)Pengendalian dan pengawasan secara berkala sebagairnana

dimakSud pada ayat(1)dilakukan paling sediki毛 3(モigal kali

dalarrl setahun.

(3)Hasil  pengendalian  dan  pengawasarl  secara  berkala
sebagalIIlana dilnaksud pada ayat(1)dipublikasikan kepada
masyarakat rnelalui lrledia cetak dan/atau elektronik.

Pasa1 20
PendaFlaan keglatarl Tim Terpadu bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah lAPBD)隆 bupaten Langkat.

Pasa1 21
Dalam hal hasil pengendalian dan pengawasaJll mcnttukkan
adanya bukti awal bahwa telah te■ adi tindak pldana,penyldikan
segera dilakukan olch penyidik yang berwenang sesuai dengan
peraturan penlndang― undangan.

Pasa1 22
Peme五ntah daerah wttib membe五kan informasi dan sosialisasi
tentang dampak negadf mengkonsumsi minuman beralkohol,
serta bahaya penyalahgunaarlperedararl mintlman beralkohol
kepada lnasyanat.

Pasa1 23

(1)Pettual langstlng mln■lman beralkohol waJib meny― pank蝕
laporan realisasi pettualarl minumarl beralkoho1 8010ngan A,
golongan B dan golongan C kepada Bupati.

{2)Penyampa■an laporall sebagalmana dimaksud pada匈 趣t{1)
dilaksanakan setiap tri-lan tahun kalender bettalan dengan
ketentuan sebagai be五 kut:
ao tri―lan l disarnpttkan pada tangga1 31]Ⅵ aret;

b.triwulan II disampalikan pada tangga1 30 Junl;
c.triwul釘lln disampaikan pada tangga1 30 September;dan
d.t五WLllan IV disarnpaikarl padaね ngga1 31 Desember.

(3)Pettual langsung wttib membettkarl infomasi mengenai
kegiatan usahanya apabila sewaktu― waktu diminta olch
Pttabat peneFbit SIUP―MB.

(4)Ketentuan lebih lattut mengend penyampatan laporarl
sebagaillrlarla diIInaksud padaそ 筍たtt{2)diatur dengan Peraturarl
Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasa1 24

(1)MaSyarakat  dapat  berperall  serta  dalam  pengawasan
peredaran  dan  pettualan  Minuman  Beralkohol,  baik
dilakukan olch orang perseoFangan dan/attu kelompok
masyarakat。

(2)peran serta masyarakat sebttaimana dimaksud Pada ttat(1),
dilakukan dengan cara:



a.Inenyampaikan informasi dan laporan kepada Bupati
melalui Dinas/1nstansi yang berwenang, terkait dengan
pen」ualan 1/1inuman Beralkohol di tempat yang tidak
merniliki izin;dan

b. rncnyebarluaSkan infOrmasi kcpada rnasyarakat khususnya
bagi orang yang belum dcwasa atau bclum berumur 21
(dua puluh satu)tahun terhadap dampak negatif da五
mengkonsumsi Minuman Beralkohol.

(3)Dalam hal dipcrlukan atau dipcrolch informasi pclanggaran
terhadap Peraturan Daerah ini,aparatur pemerintah ditingkat
deSa/kelurahan, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga dan
Ketua Rukun Tetangga dapat berperan aktif untuk lnclakukan
pengendalian dan pengawasan di wilayahnya masing― rrlasing

untuk dapat rnelaporkannya kcpada Tiin Tcrpadu.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasa1 25

(1)Selain Penyidikざヽabat Kep01isian Negara Republik lndonesia,
Paabat Pegawai Negeri Sipil tertcntu di lingkungan lnstansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang lingkup tugas
dan  tanggung  jawabnya  dibidang  perdagangan  dan
perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
Pcgawai Negeri Sipil sebagairnana diinaksud dalam Kiね b
Undang― Undang Hukunl Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan
Daerah inl.

(2)Pcnyidik Sebagailnana diinaksud pada ayat (1),  dalam
mclaksanakan tugas lnempunyai wewenang untuk:
ao rnenerirna,mencari,mengumpulkan, dan meneliti laporan

atau keterangan mengenai adanya tindak pidana atas
pclanggaran Peraturan Dacrah agar kcterangan atau
laporan tersebut rnettadi lengkap dan jelas;

b. rnelakukan tindakan pertarna dan pemenksaan di tempat
kaadian;

c. mencari keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana atas
pelanggaran Peraturan Dacrah ini;

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah
lnl;

c.mclakukan pcnggcledahan untuk mcndapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tcrsebut;

f. Inenyuruh  berhenti  scscorang  dan/atau  mclarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tcmpat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung,dan rnemeriksa identitas
orang,benda,dan/atau dOkumcn yang dibawa;

g.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;
i. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara;
j. mcngadakan pcnghcntian pcnyidikan setclah mcndapat



bahwa tidak terdapat cukup bukti atau pe五 stiwa tersebut
bukarl inerupakarl tindak pidana dan selttutnya melalui
penyidik membeitahukan hal tcrscbut kepada penuntut
umum,tersangka atau keluarganya;dan/atau

k.mengadakan tindakan iain menurut hukum yang dapat
dipertanggunglawabkan。

(3)Untuk kepentingan penyldikan,Penyidik Pegawai Nege五 Sipil

sebagaimana dilnaksud pada ayat(1),berWenang JInelakukan
penangkapan dan penahanan.

(4)Penyidik Pcgawai Negerl Sipil sebagaimana dirrlaksud pada
ayat(1), membuat beita acara setiap tindakan diinulainya
penyidikan dan menyan■ paikan hasil perlyndikannya kepada
PcnLlntut Um■lm melalui Penyidik P中島at POISi Negtta
Republik lndonesia, sesuai dengan ketenttan yarlg diatur
dalam Kitab Undang―Undang Hukurrl Acara Pidana.

BAB X
LARANGAN

Pasa1 26

Setiap orang dilarang rrlenyimpan,rrlengedarkan,inengecer,dall
atau llllenJllnl langsung min― an beralkohol campurarl atau
raclkan.

Pasa1 27

Setiap  orang  dilararlg  membawa,   mengedarkan,   dan
rrlengggunakan untuk dikonsurrlsi lninurrlan beralkohol Golongarl
B dan Golongan C ditempat umum.

Pasa1 28

(1)Pengecer minuman beFalkOhol dilaFang mettual minumm
beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belum berusia 21
〔dua puluh satu)tahun dengan inenuttukkan kartu identitas
atau   Karm   Tanda
pettua1/pぬ muniaga.

Penduduk (KTP) kepada

(2)Pettual Langsung Minuman Beralkohol dilarang mettual
minuman beralkohol unl■ k diminum selain di tempat/di
dalaln  lingkungan  hote1/restOran/bar,   dan  kepada
pelmbeli/penguttung yang belum berLISia 21(dua puluh satu
tahunl dengan menuttukkan idcndね s atau dcngan Kam
Tarlda Penduduk KTP.

Pasa1 29

(1)Setiap  orang  dilarang  memperdagangakan  mintlman
beralkohol dilokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
ao Wartlng atau kios rrllnurFlan, tempat olahraga, rLlmah

biliar,rumah makan,kantin/Cafetarian,terrlpat piiat/Spa,
gelanggang remtta,pedagang kaki lima,te■ ■■■inal,stasiun,
penginaptt remaja,dan bumi perkemaharl;

b.tempat ibadah,sekolahノ kampus,r■lmah sttdt,dan arena
bcrmain anak;dan

c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.



(2) Lokasi atau tempat berdekatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), adalah paiing dekat 200 (dua ratus) meter.

Pasal 30
Setiap orang dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam
bentuk media massa apapun.

Pasal 31
Setiap orang dan atau kelompok masyarakat dilarang
mengedarkan minuman beralkohol pada saat berlangsungnya
pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat yang tidak
memperbolchkan  perettan  dan  penggunaan
beralkohol.

rr1lnuman

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1 32

(1)Pengecer atau Pettual Langstlng yang melanggar ketentuan
larangan dar1/atau kewttibarL Sebagaimana dimaksud dalarn
Pasa1 5, Pasa1 6 ayat(1),PaSa1 7, Pasa1 8,Pasa1 9, Pasal 10
ayat(5),Pasa1 11),dan Pasa1 14 ayat(1),dikenakan sanksi
admrlistrasi.

(2)SarlkSi administrasi sebaga■IIlana dimaksud pada ayat(1)
berLlpa:

a. Teguran tertulis;
b.Pencabutan sementara izin usaha industri,SIUP dan/atau

SIUP―MB;
c.Pencabutan tetap izin tsaha indus饉 ,sIUP dan/atau SIUP‐

MBi serta;
d.Denda administrasi

(3)Tata ёttia Fcllgenaan ξanksi administFaSi Sё bそ電譴轟ana
dilnaksud pada ayat(2),diatur lebih l可 ut dengan Peraturan
Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasa1 33

(1)Pengecer atau Pettual langsLLng min■ llnan bcralkohol yang
tidak IIIlemttiki SIUP― MB, SKP―A attu SKPL― A sebagamarla
dimaksud dalam Pasa1 8,Pasa1 10 ayat(2),dan Pasa1 10 ayat

(6)dipidana dengan pidana kurungan paling iama 6 {tigal
bularl atau denda paling banyak Rp.50.000.000,― (lima puluh
juta rLlpiah).

(2}Setiap orang yang meny=npan, merlgedarkan, mengecer dan
atau menJual langsung mnuman beralkohol ca=Lpuran atau
racikan sebagailnana dilnaksud dalarrl Pasa1 26, dipidana
dengan pidana kururlgan paling lama 6 (enarn)bulan atau
denda paling banyak Rp.50,000,000,―  (lima puluh juta
rtlpiah).

(3)Setiap  orang  yang  melEIlbawa,  mengedarb,  dan
rrlenggnakan un慣』【 dikons―si minurFlarl beralkohol
Goloigan B dan Go16ngan C di tempat u壷 趣盆 sebagaimana
di■ηnkslld aninm Pasnl,7 rliniannЯ  ttencnn nirlAnn,11糊 lnonn



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 37

Peraturan Dacrah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar   setiap   orang   mengetahuinya,   memerintahkan
pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalan■ Lcmbaran Dacrah Kabupatcn Langkat.

Ditetapkal■ di Stabat
Pada tangga1 23-9-2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundal■ gkal■ di Stabat
pada tangga1  23-9-2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT,PROVINSI SUMATERA UTARA
( 8/143/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN H

ALIMA RIGAN,SH
NIP.197 2002121005



paling larna 6(enarn)bularl atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,― (liFrla puluh lilnajuta rLlpiah)。

(4)Setiap orang yang memperdagangkan minurnan beralkohol di
10kasi atau tempat yang berdekatan sebagailnana dirrlaksud
dalam PaSa1 29, dipidani dengan pidana kuFungan paling
lama 3(tigal bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,―

(dua puluh lilnajuta rupiah)。

(5)Setiap Orang yarlg mengiklankarl minuman beralkohol dalarn
benmk media massa apapun sebagalinana diinaksud dalam
Pasa1 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3

(tigal bulan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,― (dua
puluh limajum rLlpiah).

(6)PCttual  LangsLng  Mm■lman  Beralkohol  yang
mettualminuman beralkohol LLn筑 量 diminum selain di
tempat/di dalam lingl銀ngan hote1/restOran/bar,dan kepada
pellrlbeli/penguttung yang belurn berusia 21{dua puluh satu
tahun)scbaga■ mana dimaksud dalam Pasa1 28 ayat(2),
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tigal bulan
atau denda paling banyA Rp. 25.000.000,― (dua puluh lilna
juta mpiah).

(7)PengeCer min■lman beralkohol yang mettual min■ lmarl
beralkohol kepada konsumen/pembeli yang belurn ber■ lsia 2 1

(dua puluh satu tahun)sebagaFrlarla dirFlakSud dalanI Pasal
28 ayat(1))dipidana dengan pidana kuttngan paling lma 2
(dua)bularl atau denda paling bmyak Rp. 15.000.000,― (liFrla

belasjuta nlpiah).

Pasa1 34
Dalarrl hal perbuaねn seseorang yang dalagL keadaan mabuk
akibat mengkonsumsi minuman beralkohOl mengakibatkan

“

rgan`甕unya keterdban umum d鋤 /atau mengancaFL keamanan
orang lain, dipidana dengan pidana kurtlngan paling larna
6(atau)bulan atau denda paling baFvtt Rp.50.000.000,‐ (lima
puluhjuta rLEpiah)。

Pasa1 35

(1)Tindak pidana sebagalmalla dim』《sud dalam Pasa1 33 dan
Pasa1 34 adalah pelanggaran.

12)Selain sanksi pidana, Pengecer dan PcnJual Langsung yang
mclakukan pelarlggaran sebagalmana dirnaksud dal〔 un Pasal
33,dapa[dikenakan sanksi adminiStrasi.

BAB XHI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa1 36
Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan
paling lambat l (satu)tahun sttak Peraturan Dacrah ini
diundangkan.



LA]ⅥPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

」ENIS ATAU PRODUK MINUMAN BERALKOHOL
GOLONGAN A,GOLONGAN B,GOLONGAN C

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HuKUM

ALIMA RIGAN,SH

Golonsan A Golonsan B Golongan C
Minuman ringan
Beralkohol, Shandy,
Bir/Beer, Larger, Ale,
Bir hitam/Stout, Low
Alcohol Wine, dan
Minuman Beralkohol
berkarbonasi,

Reduced Alcohol Wine,
Anggur/Wine,
Minuman Ferrrlentasi
Pancar/Sparkling
Wine/Ch〔遣lpagne,
Carbonated Wine,
Koktail Anggur/Wine
Coktail,Anggur
Tonlkum
Kinina/Quinine TOnic
Wine,Meat Wine atau
Becf Wine,Malt Wine,
Anggur Buah/Fn■ it

Wine,Anggur Buah
Ape1/Cider,Angy Sari
Buah Pir/Pcrry,AngB‐
Beras/Sake/Rice Wine,
An銀聾lr Sari

Sayur〔r1/Vegetable
Wine,Honey
Wine/MCad,Mintunan
Beralkohol Beraroma,
Beras Kencur,Anggur
Giseng,dan
Tuak/Toddv.

Koktail Anggur/Wine
Cocktail,
Brendi/Brandy, Brendi
Buah/Frut Brandy,
Wiski/Whiskies, Rum,
Gin, Geneva, Vodka,
Sopi Manis/Liqueurs,
Cordial/Cordials,
Samsu/Medicated
Samsu

NIP,197308032002121005



LAMPIRAN H
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 10TAHUN`b19
TENTANG
PENGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN REAHSASI PEN」UALAN MINUMAN BERALKOHOL
UNTUK PENGECER DAN PEN」 UAL LANOSUNG

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 201.…

Lampiran .

Perihal :

Perdagangan

Tri―larl :

Tahun   :
I. K「ERANGAN UMUM

Narna Perusahaan
轟 at P―Sahaan
Nomor Telp
Nomor Fax
Nomor dan Tgl.SIUP― MB
Jenls Perusahaan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perindustrian dan

Kabupaten Langkat
Di

Tempat

Pengecer / Penjual Langsung

うCOret yang tidak perlu
H.REALISASI PENω AAN

IH.REALISASI PENYALURAN
No、 Nanrra

Perusahaan
Jenis Mireurrram

Beralkohol
Volume

I Golongan A

Golonsan B

Golonean C

Dcrnikian keterangan ini kami buat dengan sebenamya, dan apabila

No Jenis
Minuman
Beraikohoi

Dalam Negeri Impor
Jumlah Liter Jumlah (Liter) Asai Negara

Golongan A

Golongan B

Golongan C



- i;;;;'' 'i;;;; ,"l',***,,*
Jawab

- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan:
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Utara

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan
KEPALA BAGIAN H

,SH
NIP.197308032002121005



PEN」ELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PEGATURAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I.UMUM
Minuman  beralkohol  merLLpakarl  lninuman  yang  Elengandung

kandungan kimia tertenl巨 etharlol(C2H50H)yang dapat meFlimbulkan efek
terhadap metabolisme mbuh dan lrlental pem圧 k面hya,yang dalam maran
tertentu dapatlrnenilnbulkan rasa senarlg dan incnrlgankttn rasa salcit,nmun
dalam jumlah berlebihan dapat memb〔轟ayakan keschatan pemal鍛彎 a,di
samping inenimbulkm kekacauan pikiran,dan dapat meniinbulkan dorongan
untuk melakukan kttahatan atau tindakan Hlenyimpang lainnya.

Sccara kttnis, Mirluman Beralkohol menganggu kesehatan sebab
meninlbulkan gangguan mental organik, mertlsak syaraf dan daya ingat,
odema ctak,sirosis hati,gangan jarl樋 腱g,gas―tis,paranoid,dan jika
di壼intm ttrus mёnerus dalam jangka pttang ak菰 薇ё壷icu mthむulnya
penyakit kronis.Minumarl Beralkohol secara psikologis dapat memsak secara
permanen jaringan otak sehingga menilnbulkall gangguan daya ingatan,
kerrlarnpl眠通L penilaiarl, kem― puan belttar darl gangguan jiwa tertentu.
GaFlgguan daya ing■t biasanya melupakan ciri awal gangguan kttiwann,
sepel嘔 demensia, alzheimer, pcrubahan kepribadian (skizOprenial, serta
garl摂聾an mental kttiwaarl lammya,Dampak klinis dan psikologis ini selain
berdarnpak pada kondisi jasmani dan psikis yang sakit dan membutuhkan
biaya peravratan yang tinggi sectta ckonoFrll juga berakibat pada rendahnya
kualitas surlllber daya manusia lndonesla

Sesuai dengan 宙si Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat ya■ 如

“terWLliudnya masyaFakat Langkat yang lebih rrlttu,dinarnis,sttahtera dan
mandiri,berlandaskan aspek religius,kultural dan bettawasal■ lingkungan",
maka urlttk lnewuJudkan Visi Pemettntah Dacrah Kabupaten Langkat
tersebut,perludilakukan uptta pcmba_ngunan sectta bcrkeL田 可utaFl di Segala

bidang,antara lainpmbarlynan keseJahteraan rakyat,terrnasuk kesehatan
denganmembedkan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman
beralkoholserta   perederannya.    Penyalahgunaan    dan   peredaran
llninumanberalkohol   yang   tidak   terkendali   dapat   menilnbulkan
gangguanketentraman    dan ketertiban masyarakat. Untuk
menga桜■slpe―asalahan tersebut diperlukan adanya Pengaman Peredaran
MintLInan Beralkohol薇 KえbЧpaten Langkat.

PASAL DEMI PASAL
Pasa1 1

Cukup」elas

Pasa1 2
Hunif a

Yang diinaksud  dengan  “asas  perlindungan"  adalah  bahwa
pengaturan percdaran minuman beralkohol hartls dapat llnelindungi
masyarakat da五 dampak negatifrrlinuman beFalkOhol.

Hunlf b
Yang dimaksud dengan“ asas kepastian h… "adalah pengaturan
peredaran minuman beralkOh01 dapat mettmm kepastlan hukum
dal― menciptakan ketё tttFaltan dan ketelI・tiban masyarakat.



Yang dirnaksud  dengan “asas keberlattutan"  adalah  bahwa
pengaturan peredaran rninuman beralkOhol dilakukan secara terus

腫1馳 朧 k鷺醸F驚lu認電:胤hま
Ctti∬Ⅸ:霧

keberlangsungan hidup bersarna.

Hurtlf d

Yang  dirnaksud  dengan  “asas  keterpaduan"  adalah  bahwa
penyelenggaraan  pengaturan  peredaran  lninuman  beralkohol
dilaksanakan secara terpadu olch Pemcrintah Daerah,  serta
pemangku kepentingan di rnasyamkat.

Pasa1 3
Cukup」 elas

Pasa1 4
Ayat(1)

Huruf a
Cukup」 elas

Hun■fb
Cukup Jelas

Hun■fc
Cukup」 elas

Huruf d
Yang dirrlaksud dengan"Minuman Beralkohol campuran atau
racikan"adalah Minuman Bcralkohol yang dibuat dan dicampur
dcngan bahan berbahaya,antara lain:alkohol teknis,methanol,
prophanol,  pentanol,  heksadekanol,  biotanol,  obat― obatan,
jamu,racun,dan antiseptik.

村 at(2)

Cukup Jelas

対 at(3)
Cukup」 elas

Ayat(4)
Cukup」 elas

Pasa1 5
Ayat(1)

Ketentuan Peraturan Perundang―undangan yang dirnaksud adalah
Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndoncsia Nomor 20/M―
DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pcngawasan Terhadap
Pengadraan,Peredaran,Pettualan Minuman BcralkOhol sebagairnana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Republik lndonesia Nornor 06/M/DAG/PER/1/2015
Tentang   Perubahan   Kedua   Atas   Peraturan   Menteri
PerdaganganNomor 20/M― DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian
dan  Pcngawasan  Terhadap  Pcngadaan,  Percdaran,  Pcttualan
Minuman Beralkohol.

村 at(2)
Ketentuan Peraturan Perundang― undangan yang dimaksud adalah
Pcraturan Menteri Pcrindustrian Republik lndonesia Nomor 63/M―
IND/PER/7/2014 Tentang Pengcndalian dan Pengawasarl lndustri
Dan Mutu Minuman Bcralkohol scbagairrlana telah diubah terakhir
dengan Pcraturan Mentcri Pcrindustrian Republik lndOnesia Nomor
62/M―IND/PER/8/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pcrindustrian Nomor 63/M― IND/PER/7/2014 Tentang Pcngendalian
dan Pengawasan lndustri Dan Mutu Minuman Beralkoh01.



Ketentuan Peraturan Perundang―undangan yang dilnaksud adalah
Peraturan Menteri Perdagangan Republik lndonesia Nomor 20/M―
DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pcngawasan Tcrhadap
Pengadaan,Peredaran,Pettualan Minuman Beralkohol sebagaiinana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
PeFdagangan Republik lndonesia NoFr10r 06/M/DAG/PER/1/2015
Tentang   Pembahan   Kedua   Atas   PcFaturan   Menteri
PerdaganganNomor 20/M― DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian
dan  Pengawasan  Terhadap  Pengadaan,  Peredaran,  Pcttualan
Minuman Beralkohol.

Pasa1 6
Cukup」 elas

Pasa1 7
Cukup」 elas

Pasa1 8

Cukup」 elas

Pasa1 9
Cukup Jclas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal ll
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jclas

Pasa1 13
Cukup」 elas

Pasal 14
Cukup」 elas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup」 elas

Pasal 18
Cukup」 elas

Pasa1 19
Cukup」 elas

Pasa1 20
Cukup Jelas

Pasa1 21
Cukup」 elas

Pasa1 22
cukup」 elas

Pasa1 23
Cukup Jelas

Pasa1 24
Cukup」 elas

Pasa1 25
Cukup」 elas

Pasa1 26
Cukup」 elas

Pasa1 27
Cukup」 clas



cukup」 elas

Pasa1 29
Cukup JClas

Pasa1 30
Cukup」elas

Pasa1 31
Cukup」 elas

Pasa1 32
Cukup」 elas

Pasa1 33
Cukup」 elas

Pasa1 34
Cukup Jelas

Pasa1 35
Cukup」 elas

Pasa1 36
Cukup」 elas

Pasa1 37
Cukup」 clas

Pasa1 38
Cukup」 elas
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